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Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan
operasional pelaksanaannya;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

10.

1

—

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembdran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6793);

_Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);



12.

13.

14.

1

18.

19.

20.

2

w

6.

—

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1891);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);



22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.07 /2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1289);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

32,

33.

34.

35.

36.

a7.

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daecrah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4};
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09
Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Lampung Tengah
Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kebupaten
Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 04);
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan |

—

Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. )
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.



10.

11.

12.

13.

14,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dilingkungan
Pemerintah Daerah.

. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian

kegiatan penyusunan Peraturan Daerah mulai dari
perencanaan sampai dengan penetapan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah
Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan
Daerah.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang
merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Dacrah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan,

. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah

yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.



18. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023
semula sebesar Rp.2.729.046.241.259 bertambah sebesar
Rp.70.707.470.050 sehingga menjadi Rp.2.799.753.711.309,
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Semula Rp. 2.638.738.105.864

Bertambah Rp. 25.054.867.357

Jumlah setelah perubahan Rp. 2.663.792.973.221
2. Belanja Daerah

Semula Rp. 2.690.030.377.789

Bertambah Rp. 76.464.418.408

Jumlah setelah perubahan Rp. 2.766.494.796.197

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

Semula Rp. 90.308.135.385
Bertambah Rp. 45.652. .6
Jumlah setelah perubahan Rp. 135.960.738.088
b. Pengeluaran Pembiayaan
Semula Rp. 39.015.863.470
Berkurang Rp. (5.756.948.358)
Jumlah setelah perubahan Rp. 33.258.915.112
Jumlah Pembiayaan netto Rp. 102.701.822.976
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Lampiran [ :Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Lampiran Il  :Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Lampiran III :Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan
Besaran Hibah;



Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII :

Lampiran VIII :

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII :

Lampiran XIII :

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan

Besaran Bantuan Sosial;

:Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan
Bersifat Khusus;

. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan

Besaran Belanja Bagi Hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-
Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

: Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati

tentang Perubahan  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan
Berdasarkan Sumber Dana;

. Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PerFKTP;

Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS PerSekolah;
dan

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah
Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja
Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN),
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian

vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Oktober 2023

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
N LAMPUNG TENGAH,

BERITA DAE.ﬁ!'KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 49.



DAFTAR ISI

No. Uraian Halaman
1 2 3
A |tampiran | :|Ringk Penjab Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan

Pembi_a.yaan;

Lampiran Il :[Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincia_n Objek Pend: Belanja, dan P yaan;
1_ [Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2_ |Dinas Kesehatan
3_ |Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
4 |Dinas Sumber Daya Air
_5_ |Dinas Per Kawasan Permuki Pertanahan d.
6__|Satuan Polisi Pamong Praja P d v
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah RS e
8 |Dinas Sosial
9 |Dinas Tenaga Kerja dan Ti

Dinas Perhubungan
17 |Dinas Komunikasi Informatika dan Stati
18 |Dinas Kop i Usaha Kecil

i 19 [ Dinas Penanaman Modal dan Pelayan. padu Satu Pintu
20 [Dinas Pemuc Olahraga dan Pariwisat,

i 21 |Dinas Per k dan Kearsipan
22 |Dinas Perkebunan P kan dan Perik

23 |Dinas Perindustrian
24 |Sekretariat Daerah
25 |Sekretariat DPRD
26 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

27 [Badan Pend: Daerah

28 [Badan Pengelolaan Keuangan d.fn;;l\sel Daerah =
29 [Badan ian dan P b Sumberdaya Manusia




Uraian

Halaman

Io2

358

34 |Kecamatan Terbanggi Besar
35 |Kecamatan Kalirejo
36 _|Kecamatan B j

37 |Kecamatan Punggur

P13 nh ...... 3
39 [Kecamatan Seputih Banyak

40 |Kecamatan Rumbia
41 |Kecamatan Seputih Raman

42 |Kecamatan Seputih

Y
43 [Kecamatan Padang Ratu

44 |Kecamatan Terusan Nunyai
45 |Kecamatan Bumi Ratu Nuban

46 |Kecamatan Bekri

Kecamatan Seputih Agung
2 a0 Way Pengub
49 |Kecamatan Bandar Mataram

o~

S0 |Kecamatan Pubian

53 |Kecamatan Sendang Agung

S4 |Kecamatan Kota Gajah

55 |Kecamatan Bumi Nabung

56 |Kecamatan Way Seputih

57 |Kecamatan Bandar Surabaya

58 |Kecamatan Anak Ratu Aji

59 |Kecamatan Putra Rumbia

; 60 |Badan Bangsa dan Politik
C._|tampiran Il Daftar Nama P , Alamat P dan
D. |Lampiran IV Daftar Nama f Alamat P ima, dan
E [Lamp Vv Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat Khusus;




Uraian

Halaman

2

"G, |Campiran ViI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, O Program, K Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, da_r_\_Rincian Objek Pend. Belanja dan Pembiay 3
H. |Lampiran VIIl Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan [ :
|Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATT LAMPUNG TENGAN
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2023

DAN DELANIA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBIEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TALIN ANGGARAN 2021
lﬂ;;l URAIAN JUMLAM (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR NUKUM
("2) *
1 2 3 . s=4-3 & 7
s PENDAPATAN DAERAK 2630, 759.105 864,00 2663.792.971.221,00 25,094 961.357,00 0,95
41 PENDAPATAN ASLI DAERAN (PAD) 255.029.320 864,00 2670478271750 7.968.506.311,00 1,08
1.0 Pajolc Daaral 125.510.632.197,00 129.320.352.197,00 3.559.700.000,00 308
P s £00.000,000,00 1.025.000.000,00 225,000.000,00 313
P Hobat 500.000.000,00 1,025.000.000,00 225.000.000,00 28,13 | Perda No. 6 Taan 2011
Pajak Restoran a 50,000 000,00 214
Pajok Rumah Makan dan Sapnisngs « . 3,19 | rerca 0. 7 Tahun 2011
Pajsk Mturan 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 i
Pajak Diskioth, Yacacke, Kb Malum, dan Sejenisnys 110.600.000,00 110.000,000,00 000 0,00 | Perda No. 13 Tatwn 2011
Fajaik Pormainin Bl dan Bowinyg 10,000.000,00 10.000,000.00 0,00 0,00 | Merda No. 13 Tatn 2011
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bamcar, 4an Permanan 130,000,000.00 3%0.000.000,00 £0.000,000,00 15.15 | Perta No. 13 Tahun 2011
Ketanghasan
Papik Reklame 1 1 150.000.000.00 10,00
Pajek Resdame Papan/Baboard/Veseotony Megatron 1 1 625 | Penda No. § Tabwn 2011
Pajak Reddame Kam 300.000.000,00 375.000.000,00 75.000.000,00 25,00 | Perda No. § Tarun 2018
Pajak Penerangan Jatan $9.194.783.22.00 £1154483.222.00 1.959.700.000,00 ERTl
Pajak Pervorargan Jalan Surrier Lam S9.0.783.232,00 €1154.483.232,00 1.959.700.000,00 Werda Mo 12 Tabun 2011
Pajak Packic 750.000.000,00 875.000.000,00 125.000,000,00
4o Pajoh Parkic 750.000,000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 Forda Mo, 4 Tabhun 2011
“ro.n Fajak Ale Tarahy 9.156.038.077,00 9.450.038,077,00 30.000.000,00
“.1.0 1201 Pajek Air Tansh 5.450.030,077,00 3.430.034.077,00 300.000.000,00 Perda No 1 Tarn 7018
41,00, 14 Pajok Mineral Buban Logam dan Batien Lo . 250 000,000 00
40,0109 Pajak Pasic dan herial 900 009.000,00 1,190 000,000, 00 250 000 008, 00 Pords N 02 Latwn 20

Pataran |




NOMOR ik JUMLAK (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) OATAR S
(Rp) %
1 2 3 . 5=4-3 3 ?
ERRUIR Pajak B dan Bangunan Perdessan dan Perkotaan 40.163.310 898,00 0.164.310.852,00 000 Lo
(Pear2)

41001501 Popey 016,310 883,00 40.168.310.438,00 0, 0,00 | Perda s, 03 Tatun 2012
4.1.01.16 Bea Pervlehan Hak Atas Tanah can Banguran (BATE) 289,500 000,00 £.739.500.000,00 450,000 000,00 543
4.1.01.16.01 BATB-Permndatan Hak .265.500.000,00 £739.500,000,00 450,000 000,00 540 | Perda No_ 4 Takun 2016
4102 Retribéesl Daargh 10.913.975.000,00 10.958,775.000,00 450000000 o7
4w Retribust Jass Umum 1.556,696.000,00 5,648.200.000,00 2.091.504 000.00 58,80
f1moon.@ Retrbus Peliyanan Persampshan/ Kebershan 1417.296,00,00 1.457.256.000,00 40,000,000, 282 | Perda Mo, 4 Tanun 2018
410,010 Retrinss Peliyanan Packs & Teps Jalan Umum 176,000 000,00 126,000 000,00 (S0.000.000,00) (28,41) | Perda Na. 4 Tanun 2018
4.1.02.01.05 Ratrinust Poliyanan Pasar 000 1.717.504.000,00 1.717.504.00000 0,00 | Perda No. 4 Tahun 2018
A1.02.01.06 Retribus Pengujian Kendarsan Bermkor 1.043.100.000,00 1.098.100.000,00 50,000,000,00 4,77 | Perta tio. 4 Tatun 2018
41020107 Ratribust Pemenksasn Alst Pemadam Kebakanan 000 15.600,000,00 15.000.000,00 000 | Perda Mo, 4 Tahun 2018
ra.o.m enyediasn 40.300.000,00 159.300.000,00 319.000.000,00 73156 | Pesds Mo 4 Tabwn 2018
Lo Retriousi Pelayanon Tera/Tera Wang. 200.000 000,00 200,000 000,00 0,00 0,00 | Perda No. 4 Tahun 2018
Crom.n Retribsi Pergawazan dan Pengendalisn Menara 675.000.000,00 75,000 000,00 0 0,00 | Perda No. 4 Tatmn 2018

Tebokomunkasi
. Retribusi asa Usaha 1.855.025,000,00 LUS0.575.000,00 (2.004.454.000,00) (52.00)
‘ Retrbun Pemakasun Kekayean Docrah 779,500000.00 T19.500.000,00 000 0,00 | Ferda No. § Tanun 2018
. Retribusi Pasar Grosr danatau Pertoknan 2.289.204 000,00 000 (2.269.204.000,00) (100,00) | Purda o, § Tatun 2018
4 Resribus Teminal 16.800,009,00 19.050.000,00 2.250.000,00 13,39 | Perda Na 5 Tahun 2000
4.1.@2.02.05 Tttt Tompot Khusus Parks 632.275 000,00 882.275.000,00 250,000 500,00 3954 | Perda No. S Tahun 2018
ti.02.02.08 Retrius Pelayanan Kepetabutanan 1290.000,00 325 000,00 000 0,00 | Perda No. $ Tahun 2018
€.1.02.02.10 Retriiss Pengiatan Produksl Usaha Daersh 134.000.000,00 166.500.000,00 32.500.000.00 2425 | Perda No. § Tahun 2018

1.02.03 Retribust Perizinan Tertenty 1.502.240.000,00 1.500,000.000,00 (2-250.000,00) (0.06)
S1.82.03.0 Retribus Lzn Trayek untue Menyedakan Pelyyanan 2.250,000,00 000 (2.250.000,00) (100,00) | Merds No. 7 Tabun 2018

Anghutan Umum
@00 Pemberian 3, ) 00 0,00 | Perds Na. 7 Tafwm 2014
1.0 v 8,061 452 068,00 9.219.774.130,00 L158.316,062,00 3
“1m.m agian Laba yang Dvbagdkan kepads Pemenntah Daereh 506145806800 9219774 130,00 1.158.316 062,00 "y

(Owiden) atas Penyertaon Modal pada BUMD

400020 Bagen Labe wah 8.061.450,060,00 9.219.724.130,00 LA58116.062,00 [LEH

(Dividen) atas Perpertaan Modal pada BUMD (Lombaga

Keuangan)
o Lain-tain PAD yang Sah 114.593.255 599,00 117458945 848,00 2.865.450.249.00 25
410408 o Gro 11254 825.475,00 6554025 475,00 (4.700,000,000,00) .76

e o Fhakasan 2




foin S

BERTAMBAN / (BERKURANG)
NOMOR [Py JUMLAM (Rp) DASAR HUKUM T
Lo (Rp) ol
L 3 3 . 5-4-3 © 7
4.1.00.08. 08 Jasa Giro pada Kas Doerahy 11.254 825 475,00 6 554 425.475,00 (4.700.000,000,00) (41.76)
4.1.04.08 Peneamasn atas Turtutan Gant Keragan Keuangan Daerah 1801 836.495,00 9.215.026.705,00 7.413.190209,00 aLe
4.1.00.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadan Regawai Negert 1,601 536 496,00 9215076 705,00 7.412.190.205,00 aie
Bukan Berdshiara atau Pejabat Lain
a0 Pendapatan Denda Pajak Daevah 0,00 152.500.040,00 152 500.080,00 0,00
4.1.04.12.06 Pendapaan Dends Pagak Hotel 0,00 352 700,00 152 700,00 o0
41080207 Pendapatan Derds Pajak Restorin 0,00 2095737,00 1995.237,00 0.00
0o Pendanatan Derdds Paiak Hiburan 0,00 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00
.1.0.02.09 Pendapatan Denda Pajok Reklame 0o 19.449.972,00 19.943 977,00 0,00
e Pendapitan Dends Pagk Parkir 000 1.669,208,00 168229500 0,00
e Pendaputan Cenda Pajak Alr Tanah 0,00 512.600,00 $12.800,00 0%0
1.00.12.05 Pendagatan Denda Pajak Bumi din Bangunan Perdesaan oo 126.541.028,00 126.541.028,00 000
dan Perkotaan (PEEP2)
LR Pei Pendapatan Denda Retribus Daeralh 50.000,0M0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4.0 .02 Pendapatan Denda Retribus Jasa Usaha 50.000,000,00 50.000.000,00 000 0,00
41006 Pendanacan BLLD 101.485.593.623,00 101.486 593 628,00 000 00
40501 Pendapatan BLUOD 101,276.593.628,00 101.276,.593.628,00 0,00 0,00
4100 06.05 Perdapatan BLUD dan APBD. 210.00,000,00 210,000,000,00 000 0,00
42 PENDAPATAN TRANSFER 2.376.202.138.000,00 2,393,784.499.015,00 17,086,761 046,00 072
Peandapatan Transter Pemerintah Pusat 2.235.202.138.000,00 222418540 096,00 (12,012 638.954,00) (@54
Dana Perimbangan 1.925.135.959.000,00 1.907.298.358 046,00 (17.837.620.954,00) .93
2.00.01.01 Do Transfer Umum-Oursa Bagr Hasd (0BH) 43.418.458.000,00 40.968.558 £38,00 (2.450.299.162,00) (5.69) | PRI Nomeor 947780712021
2.01.00.02 Do Trarufer Umunt-Ouns Alokast Umum (DAU) 1.319. 1319, 000 0,00 | MK Nomor 94/ 0772001
4.2.00.0.03 Doria Transder Khussus-Dana Alokisi Khusss (DAK) Fisk 105.450.730.000,00 105.490,730,000,00 0m 0,00 | PHK Nomor S4/MK 0772021
4.2.00.00.0¢ Dana Transder Khuses-Dana Aloksss ¥husiss (DAK) Hon 456,921 494.000,00 A415M.172.208,00 (15.357.321 792,00), (337) | PHK Nomar 11GPH0772022
Fkc
w.n.@ Dana Insentif Daerah (G10) 0.0 ©.823.562 000,00 5821 902 000,00 0,00
4.2.01.@.0t om 0,00 5.023.982.000,00 58292200000 000
2000 Dana Desa I1L066.179.000,00 311,066.179.000,00 2,00 0,00
4.2.00.05.01 [ 311.066.179,000,00 311,066.119.000,00 000 00
2.0 Pendapatan Transfer Antar Daerah 169, Y 29.100.500.000,00 2079
“2.00.m Porrdapatan Bagi Hasil 14 00 169, » 0.9
4.2.00.01.00 Fendapatan Bag Hasd Pajak 100 (] . 2"




s JUMLAM (Rp) BERTAMBAH / (BERXURANG) Dl
URUT A o) >
3 2 3 4 5=4-3 6 7

‘3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM 3456.447.000,00 3,456.647.000,00 9 0%
w3m Pendapatan Hibah 3.456.647.000,00 3.456,647.000,00 9,00 000
<.3.00.01 Pendacetan 1bah dari Pemerintah Pusat 3.456.647,000,00 3.456.647,000,00 0,00 0,00
4.3.01.00. 00 Pendapatan Hidah dan Pemerintah Pusat 3455.647,000,00 1.456.647,000,00 0,00 0,00

5 BELANIA DAERAH 2.690.000.377.789,00 2.766.494.756.197,00 76464 418.408,00 284
5.1 BELANIA OPERASE 1.460.876.811.057,00 1.943.867.601.561,00 52.990.990 504,00 2,80
5.1.01 Belanja Pogawal 1.241.781.929.342,00 1.241.306.393.762,00 1.573,054 420,00 0,12
5.1.01.01 Belania Gall dan Turgangan ASN 3922638177300 840,506 195.455,00 1276813 885,00 915
s.1.00.01,00 Besanja Gag Pokck ASY 644.926.952.219,00 644,.560.581.296,00 (366.370.923,00) {0,08)
5.1.01.01.02 Betanfa Tungangan Keliargs ASN 60, 1.796.750,517,00 1%
$.1.01.01.08 Belanfa Tunjangan Jstatan ASN 5.643.474,400,00 9.566.671478,00 (76.802.522,0) (0.80)
$.1.01.01.04 Bedana Tunjangan Fungeional ASN 19.505.403313,00 37.758.575.318.00 (5.746.227,995,00) 440
$.1.01.01,05 Belanka Tungangan Fungsional Usum ASN 12.264.535.581,00 14283,10.772,00 20142519500 1642
$.1.00.01.06 Belargs Tunfangan Beras ASN 36.926.580,440,00 3£.007.014.506,00 1.080.034.456,00 292
$.1.0.01,07 Belanga Tungangan PPH/Tunjengan Kvasus ASH 768.979 350,00 804 538 455,00 15.709.065,00 199
$.1.00.01,08 Belargs Pembutatan Gaji ASH £737.165,00 8.823.450,00 86.282,00 [X
$.1.01.01.09 Betargs Turan Jaminan Kesehatan ASN 30.334.002,961,00 28.834,002.961,00 {1.500.000,000,00) (494
5.1.01.01.30 Betangs luran Jaminan Kecebakaan Kera ASN 1.141.255,096,00 1.200.255,096,00 63.000,000,00 525
510,000 Belangs luran Jaminan Kematian ASN 1429.765.276,00 3429.765.276,00 0,00 0,00
s.1.0.02 Belanja Tambahan Penghastan ASH 103.016.896.031,00 S4.795.794.865,00 (8221.103.162,00) 58
5.1.0.02,00 ASH 97.061.991.619,00 £9.016,062.386,00 (8.045.529.233,00) (8.29)
5.0.00.02,04 Profest 3. 3 000 000

ASN
5.1.01.02.05 ASN 2.714.906.412,00 153, 75243,00 (175.173.929,00) (6.45)
5.1.01.@ Tambahan Penghastan berdazarkan Portmiangan Cojektt 230.573.024 374,00 211.528.549.153,00 955.522,779,00 041
Lainnya ASN
s.1.0.0.00 Betanfa Insentif tagl ASN atas Permmgutan Pajak Dacrah S.505.008,574,00 SB61.T6.474,00 356,730.000,00 648
5.1.00.03.02 fekanfa bag ASN atas Tnsent Permungutan Retribusi 427.972.500,00 422.977.500,00 000 0,00
Oaersh

S.1.m.0.0 Sesanja Tunangan Profes! Gur (TRG) PNSD 202.117.412.000,00 202.30.779.779,00 223362.779,00 o1
5.1.01.03.05 Setanfa Tambahan Pesghastan (Tamsi} Gury PNSD 7.937,000.000,00 9.229.455.000,00 1.262 455,000,00 1028
$.1.01.00.06 Betanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 455.622,000,00 0. (455.622.000,00) (100,00)
s.i0.m.07 Bedanja Honorarkm . 14,130.000.090,00 13.668.590.000,00 (451.410,000.00), 0
5.1.00.04 Setanja Gajl dan Tunjangan OPRD 31.601,004.900,00 IL601.004 900,00 o a0
S.1.01.04.01 Bedanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.114.260.000,00 000 CC)

rrakran 4




NOMOR URATAN JUMLAM (Rp) BERTAMBAH [ (BERKURANG) r—
t 2 3 4 5=4-3 © 7
5.1.01.04.02 Bedanja Tunjangan Keluirga OPRD 164.000.000,00 164.000.000,00 0.00 200
5.1.01.04 .03 Belanja Tunjangan Beras DPRD. 162.500.000,00 162.500,000,00 0,00 a0
$.1.01.04.0¢ Betanla Uang Paket DFRD 95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 0,00
S.1.01.04.05 Belanja Tungangan Jabatan DPRD 1.500.271.500,00 1.500,271.500,00 0,00 0,00
5.1.00.04.06 Belanga Tunjangan Alit Kelengkapan DFRD 152.737.200,00 152.737,200,00 0,00 0,00
§.1.01.04.07 Belanfa Tunjangan Alst Kesengkapan Lanviya DPRD 39.453.200,00 39.461.200,00 0,00 0,00
5.1.01.04.08 Bedanja Tunjangan Komurkasi Intensif Pimpinan dan [l & 0,00 00
Angguta DPRD
L1,01.04.09 Balania Tunjangan Reses OPRD 2205 2.205. 0,00 L ad
S1.01.04.10 Helangs Pembetanan PP kepada Penpinan dan Anggota 8.000,000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
oFRD
$.1.01.04.12 Batanja Tunjangan Kescjshteraan Pimpinan dan Anggota 8.568. 000 0,00
DPRD
5.1.001.04.13 Belangs Tunjangan Transportasi DPRD. 6:335,200,000,00 £,315.200.000,00 0,00 0,00
5.1.001.04,14 Betanja Uang lasa Pengabidian DPRD 436.065.000,00 436.065.000,00 0,00 0,00
5.1.01.05 Bedangs Gaji dan Tuniangan KDH/MKDH 20151917000 195/606.565,00 (5:912.605,00) @
5.1.01.05.01 Belank Gal Pokok KDHWKDH £9.010.000,00 55.146.000,00 (3.964.000,00) (6,55)
5.1.01.05.02 Belangs Tunjangan Keliargs KDH/WKDH 5.901.000,00 7.720.442,00 1815.440,00 0,83
5.1.01.05.01 Belangs Tunjangan Jabatan KDHAVKDH 106.218.000,00 99.262.800,00 (6.955.200,00) 659
$.1.01.05.04 Belanga Tunjingan Beras KDHWKDH 407000400 £.192.150,00 4.122.146,00 101,28
$.1.01.05.05 Betanfa Tunfingan PR Tunjangan Kinsus KOHAVKDH 1.318.480,00 284.084,00 (1.034.436,00) (78.46)
§.1.01.05.06 Belanja Pembutstan Gafl KOH/WKDH 1.686,00 113190 (555,00) e2)
5.1.01.05.11 Belanjo [rventif bagi KDH/WKDH akas Permungutan 25.000.000,00 25.000.000,00 000 0,00
Retribus Dacrah bagi KDHAWKDH
$.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimginan DPRD serta 993.120.000,00 993.120.000,00 0,0 0,00
KDH/WKDH
$.1.00.06.01 Bedanja Dana Operasional Pinpinan DPRD 392.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00
5.1.00,06.02 Bedanja Dana Operasional KDHWKDH 000, () 000 0,00
5.1.00.9 Bolanga Pegawal BLUD 36,168,380 094,00 41.686.122.816,00 7517.742.722,00 079
5.1.01.9.99 Belanja Pegawal BLUD 6,168.380 094,00 43,626.122.816.00 7.517.242.722.00 2079
s.1.e Belanja Barang dan Jasa 542.614.718.205,00 506.259.414.307,00 43.644.695.502,00 a0
5.1.02.01 Belanja Barang £3.092.901.975,00 104.472.478.927,00 15,379.576,952,00 17,28
5.1,02.01.0 Bclanga Barang Pakal Habis .865.725.975,00 104.349.316.927,00 15.483.590.552,00 (B
S.1.02.01.02 Belanj Barang Tak Habis Pakal 227.176.000,00 123.162.000,00 (104.014,000,00) (5.9
5.1.02.02 o Jass 182,690, 211.552,00 106.879.949.965,00 4.189.73%6.410,00 28
S.1.02.0.0 Bedana Jasa Kantor 143,142.851.995,00 148.016.064 161 00 4872 210.066,00 19
5.1.00.02.m Betaojy luran Jarminan/Asurarsl 23,171.865.304,00 25,508 135.504,00 2.336.450.620,00 1008
NOAPATAN,




JUMLAH (Rp) / DASAR HUKUM
uruT SERELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBANAN (Rp)

1 2 3 4 5=4-3 7
$.1.02.02.03 Befanja Sewa Tansh 30,000,000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.037.725.800,00 3.037.513.900,00 (211.900,00) (ao01)
$.1.02.02.08 Betanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.177.049.000,00 1.319.999.000,00 142.950.000,00 12.14
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetao Lainnya 139.750.000,00 172.250.000,00 32.500,000,00 B2S
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansl Xonstruks! 5.311,197.453,00 1.767.380,000,00 (3.541 817.453,00) (66,72)
$.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.468,500,000,00 1.447.000.000,00 (1.021.500.000,00) (4138
S.1.02.02.11 Belanja Boaskswa Pendidivan PNS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisas, Bimbingan Teknis 4,110.252.000,00 5,481.406.800,00 1.371.154.800,00 333

serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.161.821.299,00 29.922.345.850,00 7.760.524 551,00 35,02
5.1.02.01,01 Belanga Pemeliharaan Yanah 0,00 70.000,000,00 70.000.000,00 0,00
$.1.02,03.02 Belanja Pemaliharaan Peralatan dan Mesin 17.086.839.000,00 16.311.237.000,00 (775.602.000,00) “5%
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharasn Gedung dan Bsngunan 3.597.523.170,00 13.175.487.450,00 9.587.964.280,00 67,28
5.1.02.03.04 Belanja Pemetharaan Jalan, Jangan, dan lrigasi 1.487.459.129,00 365.621.400,00 (1.121 837.723,00) (75,42)
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 54.016.200.000,00 52,100.008.000,00 (1.916.192.000,00) [EX3)
5.1.02.04.01 Bolanja Perfalanan Dinas Dalam Kegen 54.016,200.000,00 52.100.008.000,00 (1.916.192.000,00) [:X5)
5.1.02.05 Bolanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberkan kepada Pihak 1,404.060.000,00 2.660.000.000,00 1.275 940 000,00 90,88
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberfkan kepads Pihak Ketiga/Pihak 75 2,058, 1.182.940,000,00 135,15
LainVMasyarakat
$.1.02,05.02 Belana Jass yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 528.800.000,00 621,500.000,00 93.000.000,00 12,59
LainyMasyarakat
$.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa 805 148.546.070.312,00 148.546.070.312,00 0,00 0,00
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 148.546.070.312,00 148.546.070.312,00 0,00 0,00
5.1.02.9 Belanja Barang dan Jasa BLUD 44,703.451.567,00 61,652.561.253,00 16.955.109.686,00 37,93
5.1.02.9.9 Belanja Barang dan Jasa BLUD 44.703.451,567,00 61.658,561.253,00 16.955.109 686,00 17,93
5.1.03 Belanja Bunga 9.000.000.000,00 7.056,120.312,00 (1.941.879.688,00) (21,58)
5.1.01.00 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembags Keuangan 9,000.000.000,00 7.058.120.312,00 (1.941.879.688,00) QL)
Bukan Bank (LKBB)
5.1.03.04.02 Belanja Bunga Utang Pnjaman kepada Lembaga 9.000.000.000,00 7.058.120.312,00 (1.941.879.688,00) Quss)
Keuangan Bulkan Bank (LKBE)- BUMN-Jangka Menengah
5.1.04 Betanja Subsidi 361.500,000,00 281.500.000,00 (89.000.000,00) @1
5.1.04.01 Befanja Subsidl kepada BUMN 31,500,000,00 31.500.000,00 0,00 0,00
5.1.04.01.01 Betanjs Subsidi Kepada BUMN 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0.0
5.1.04.03 Betanja Subrsidl kepada Badan Usaha Mifk Swasta £0.000.000,00 250.000.000,00 170.000.000,00 1250
S.1.0¢.03.01 Bedanja Subsidi kepada Hacan Usaha Milk Swasta £0.000,000,00 250,000.000,00 170.000.000,00 212,50
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URUT (Rp) hod
1 2 3 4 $=4-1 6 7
5.1.04.04 Betarfa Sutridi kepads Koperasl 250,000 000,00 0,00 (250.000.000,00) (100.00)
5.1.04.04.01 Belanfa Subrsid Nepada Koperasi 250,000.000,00 000 {250.000.000,0) £100,00)
5.1.05 Belanja Hibah 97.117.261010,00 106.962.373,180,00 9.545.110.170,00 10,14
5.1.05.01 Belanjs Hibah kepada Pemerintah Pusst 34.184.000.000,00 36.068.968.000,00 1,684,968 000,00 ss1
$.1,05.01.01 Belanja Htah Uang kepada Pemerintah Pusat 34,184.000 000,00 36,068.968.000,00 1.884.968.000,00 551
5.1.05.@ Belanja Hibah kepada Pemerintsh Daersh Lainays 3.788.856.900,00 4.464313.040,00 675.452.240,00 78
$.1,05.02,01 Bekang Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.788.855. 20,00 4.864.319.040,00 £75.452.24000 7.8
5.1.05.05 Betanja Hidah kepada Badan, Lombaga, Organisas 56,847,053 210,00 A1IL749.140,00 7.284.688.530,00 1281
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5.1.05.05.01 Balanjs Hidah kepada Badan dan Lambaga yang Bersfat 3.303.400.000,00 1.223,400.000,00 (2. (X0
Nirtaba, Sukarets dan Sosial yang Dibentuk Berdasadan
Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.00 Befanka Hibah kepada Baden den Lemboga Nirtabs, 28.165.175.920,00 26.305.632.000,00 (1.599.543.930,00) (6,50)
Sukarela dan yang Surat
Terdaftar
5.1.05.05.03 Belanja Hbsh kegiada Badan dan Lembags Nidaba, 25.038.483 280,00 J4.802.591.210,00 9.704.107.930,00 38,66
Sukaeeds Bersfat Sosial Kemasyarakatan
5.1,05.05.06 ¥opada Organisasi yang 260.000.000,00 1.800.125.930,00 1.520.125.930,00 250
Bertiaden Hukum [ndonesia
5.1.05.07 Belanja Mbsh Bantuan Keuangan kepada Partal Roliik 2.297.337.000,00 2.297.337.000,00 0,00 0,00
5.1.05.07.01 Gefania Hibsh Bantuan Keusngan kepada Partai Poltik. 2.297.337.000,00 2.297.337.000,00 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 312.483 682 812,00 344.062.660.716,00 31.578.977.904,00 10,41
5.2.01 Bolanja Modal Tansh 1 1 0,00 0,00
5.2.01.01 Belanja Modal Tansh 1 1 0,00 0,00
5.2.01.01.03 Belanja Modal Lagangan 1.300,000,000,00 1.300,000,000,00 000 0,00
5.2.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.178.480.463,00 70.849.798.126,00 1671.317.663,00 242
5.2.02,01 tetanfa Modal Alat Besar 4.500.000,00 0,00 (4.500,000,00) (100,00}
5.2,02.01,0) Bebanja Modal Alat Bantu 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
5.2.02.02 Betanja Modal Alat Angkutan 2.092.076 000,00 1B47,554,000,00 (244.522.000,00) (1L69)
5.2.02.02.0 Bebanga Modal Alat Anghutan Darat Bermotor 2.092.076.000,00 1.847.554.000,00 (244.522.000,00) (149
S.2.00 03 Bolanga Modal Alat Benghet dan Alat Ukur 66,000 000,00 42.500,000,00 (23.500,000,00) (581
$.2.00.01.08 Betanjo Madal Alat Ukar 6.000 000,00 42.500.000,00 (2.500.000,00) (1561)
$.2.02.0¢ telanja Modal At Pertanian 20000 009,00 0,00 (20.000.000,00) (000
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$.2.00.00.01 Bekania Modal Alit Pengalahan 20,000,000,00 0,00 (100,00}
$.2.00.05 Belangs Modal Alst Kanter dan Rumah Tangga 2.047.596.700,00 2.065.551.550,00 17.956 850,00 058
§.2,00.05.01 Bedangs Modal Alat Kantor 28.275.000,00 143.965.500,00 (139.309.400,00) 49,18)
5.2.02.05,00 Bekargs Modal Alat Rumah Tangge 1.585.029.500,00 1.745,863.500,00 160,034.000,00 10,09
$.2.02.05.0) Bedarga Maddal Mcja dan Kursd Kerja/Rapat Pejabat 178.492.200,00 175.724.450,00 (2.767.750,00) (1.5%)
$.2.02, 06 Befanjs Modal Alat Studio, Karnuniir, dan Pemancar 224.629.500,00 171.179.500,00 (53.450,000,00) (3.29)
$.2.00.06.01 Deskaryja Modal Alat S 221.029.500,00 108.879.500,00 (112.150.000,00) (50.74)
5.2 02060 Redarfa Modal Alst Komunikael 3.600.000.00 62.300.000,00 58.700.000,00 163056
s.2.02.07 Betanja Madal At Kedowteran dan Keschatan 11.716.396.009,00 9.592.091.000,00 {4.124.05.089,00) (2007}
$.2.02.07,02 Bedanja Modal Alst Keschatan Urmim 13.716.396.089,00 9.592.091.000,00 (4.124.305.089,00) 20,07)
5.2, Betanja Modal Alat Labocatoeim 10.912,000.000,00 15.918.029.000,00 5.006.029.000,00 4558
5.2 Tolanja Modal Unk Al Laborateriun 25.000.000,00 25.000.000,00 000 0,00
5.2 tielanja Modal Alat Peraga raktek Seholoh 15. 4558
5.2, Beljs L 12.000.000,00 18.029.000,00 €029,000,00 0,24
5.2. Betanja Modal Komguter zmsamom 2.738.875.800,00 132.351.800,00 508
3% X Belanja Modal Komenter Lnt 2.301.574.600,00 2.318.475,800,00 16.901.800,00 073
5.2, Belanfs Mol Peratitan Komputer 104.950.000,00 420,400.000,00 115.450.000,00 .8
s.2. Betanja Madal Alsk Pergebonan 3).275000,00 19. . (42,00)
5.2. Betanja Modal Alat Prngetoran Non Mesn 3327500000 19.945.000,00 (13.310.000,00) (49,00)
5.2, tefanja Modal Ramba armbu 44,000.000,00 0,00 (44.000.000,00) (100,00)
5.2, Betarts Modtal Rarmib Rambn Ly Untars Darat 44.000,000,00 0,00 (44.000.000,00) (100,00)
5, Bedangs Modal Peralatan dan Mesin 805 148.546.070.312,00 148.546,070.312,00 0,00 0,00
5.2, Bekings Modal Poralatan can Mesin BOS 31.266.349.688,00 31.266.389.668,00 2,00 0,00
s.2.00.m Betangs Modat Peralatan dan Mesin BLUD 6.145.093.486,00 7.187,660.588,00 1.042.567.102,00 16,97
5.2.00.9.9 Betangs Peralatan dan Mesin (L0 6.145.093.486,00 7.102.660 568,00 1.042.567.102,00 16,97
5.2.0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.341.217.552,00 171.272.056.258,00 97.928.838.376,00 121,89
5.2.00.00 Bedana Madal Bangunan Gedung 78.930.297.802,00 176.581,548.95,00 97.951.251.07%6,00 124,10
5.2.00.01.01 Bedanjs Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 78.930.297.852,00 176.881.548.958,00 97.951.251 076,00 12410
5.2.00.00 Bedarda Modal Tugu Tiei Kootrol/Pasti 1.407.920,000,00 1.365.507.300,00 {42.412.700,00) (2.00)
5.2.00.04.01 Betanjs Mocal Tugu/Tanda Batas 1.407.920.000,00 1.365.507.900,00 (42.412.700,00) (.01
s.2.00.% Betargs Modal Gedung dan Sangunan BLUD 5.000.000,00 25.000.000,00 20.000.609,00 w0000
5.2.00.9.9 Bedanya Modal Geduy dan Bangunan BLUO 5.000.000,00 2. 20 400,00




JUMLAH (Rp)
NOMOR AIA DASAR HUKUM
URUT
X 2 3 4 7
5.2.0 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Trigasi 161.247.774.467,00 91.011.086.332.00 (a.3%)
5.2.00.01 Befania Modal Jatin dan Jembatan 153 815571 407,00 84,958 741.583.00 (474
%.2.00.01.00 Belanja Mocal Jalan 141,178,269 067,00 7289278971500 (48,37)
$.2.06.00.02 Belanjs Modal Jorbatan 12637.302.340,00 12.105.951.868,00 420
s.2.06.02 Bekanjs Modal Bangunan Alr 7,022.203.000,00 5.071.544.745,00 (1.5%0.650.311,00) @m
5.2.08.02.01 Betanja Modal Bangunan Al [gass £487.128.001,00 5018.411.145,00 (1458.716.932,00) (264
5.2.04.02.07 Bedanja Modat Bangunan Alr Kotoe 535.074.979,00 $2.133.600,00 (421.541.375,00) (90.87)
5.2.00.00 Bedanja Modal Jasngan b2 4%.6)
5.2.00.04.01 Betanfa Mods! Jaringan Air Miam 0,00 2 2 0.00
5.2.00.04.02 Betanja Modal Jaringan Listric {469,200.000,00) (92.00)
5.2.08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnys 244.210.000,00 529.720.000,00 285.510.000,00 16,91
s.2.05.0 Bedanja Modal Bahan Perpustakaan 55.230.000,00 £0.030.000,00 240,000,009 "
5.2.05.01.01 Bedangs Modal Baan Perpustakamn Tercetsk. 55.230,000,00 $0.030.000,00 24.800.000,00 “n
5.2.05.02 Belargs Modal Barang Bercorak 00 205.710.000,00 205.710.000,00 000
Kesenian/KetudayasyOLieag
5.2.05.02.01 Belangs Modal Barang Bercorak Keserian 000 205.710.000,00 205.710.000,00 am
5.2.05.08 Betanya Modal Aset Tidak Berwuud 1 b 733
5.2.05.08.0 Balings Modal Asat Tidak Berwapd 75.000.000,00 130.000,000,00 55.000,000,00 n3
5.2.05.88 EBalanga Modal Aset Totss Lainnya 505 0,00 113.960.000,00 113.980.000,00 2.00 0,00
5.2.05.88. 8 Belanga Modal Aset Tetap Lainnya BOS u 000 000
5.2.06 Betanjs Modal Aset Lainnya 286
5.2.06,01 Bolanga Modal Aset Lainnya-ses Tidak Berwijud s
$.2.06.01.01 Bekanga Modsi Asct Tidsk Berwujud 70.000.000,00 100.000,000,00 30,000 000,00 42,86
5.3 BELANIA TIDAK TERDUGA (56.67)
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15 00 (5662
s.3.01.00 Betanja Tidak Terduga 15 6 (8.500,000,000,00). (5667
5.3.01.01.01 Betanja Tidsk Terduga ! & (@ (5667
5.4 BELANIA TRANSFER 471,669,851 920,00 A72.064,133.920,00 154.450,000,00 ace
5.4.01 Belanja Bagl Hasil 11.642.960 720,00 14.056,910.720.00 450,000,600 in
Hataran
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5.4.01.01 Belanja Bagi Hasl Pajak Daersh Kepada Pemeriniahan 12.551.063, 22000 12.937.033.220,00 385.970.0%0,00 308
Xabupaten/Kota dan Desa
$.4.01.01.01 Betanja B3 Hasl Pajsk Daerah Kepada 12.551.063.220,00 12.937.033 220,00 385.970.000,00 308
5.4.01.02 Belangs Bagy Hasll Retribus Doerah KabupatesyKats Kepada 1.091.397,500,00 1.099.877 500,00 8:4%0.000,00 ke
Pemaritah Desa
5.4.01.02.01 Belan Bagi Hasd Retriws Daerah KatapateryKots 1,091.397.500,00 1.099.877.500,00 8.480.000,00 0.78
Kepada Permeriotah Desa
s.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 458.027.423.200,00 458.027.423.200,00 0,00 0,00
5.4.02.05 Belanja Bantuan Keusngan Daersh Proving st 458.027.423 200,00 458.027.423 200,00 0.00 000
Kabupaten/¥ota kepada Desa
5.4.02.05.01 Befanja Bantussn Keuangan Umam Dserah Provig stau 146,961,244.200,00 146.961.744 200,00 0.00 00
Kabupaten/¥ota bepada Desa
§.4.02.05.02 Bedanja Bantuan Keuangan Khusus Deerah Proving atau 311.066.179.000,00 311.066.179.000,00 0.00 000
Kabupaten/Xota kepaca Dess
SURPLUS / (DEFISIT) (51.292.271.525,00) (102.701.822.976,00) (51.409.551.051,00) 100,23
€ PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 90.308.135.395,00 135.960.736 058,00 45.652.602.693.00 9055
6.1.00 Sisa Lebih Anggaran Tahun 90,308.135.355,00 135,960,739 083,00 45,652 602 693,00 5,55
6.1.01.0% Penghamatan Betanja 90.306.135.395,00 135.960.734.088,00 ASES2E02692,00 50,55
6.1.01.05.01 Penghematan Batanja ety Operasi 90.308.135.335,00 135.960.734.085,00 45.652.602 693,00 0ss
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 39.015.863.470,00 33.258.915.112,00 (5.756.948.358,00) (14.76)
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 39.015.863 470,00 13,258,915 112.00 (5.756.948.358,00) (14,76)
6.2.03.04 Pembayaran Ainjaman dari Lemboga Keuangan Bukan Bark 39.015.863.470,00 13.258.915.112,00 (5.756.948.358,00) (14.78)
(Lms)
6.2.03.04.02 Pombayaran Pinjaman dart Lembaga Keuargan Bukan 39.015.863.470,00 13.258.915.112,00 (5.756.948.358,00) (14.76)
Baak (LXBB}-BUMN- Jangka Menengah
PEMBIAYAAN NETTO 51.202.271.925,00 102.701,822.976,00 $1.409.551,051,00 100,23
STISA LEBIN TAMUN 0,00 0,00 00 000
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